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ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena berkembangnya perjanjian pranikah
yang memuat klausul peniadaan hak harta gono-gini akibat perselingkuhan,
khususnya yang marak dibahas di media sosial. Fenomena ini menimbulkan
persoalan hukum karena di satu sisi perjanjian pranikah merupakan bentuk
kebebasan berkontrak, namun di sisi lain berpotensi bertentangan dengan prinsip
keadilan serta ketentuan hukum yang mengatur harta bersama dalam perkawinan,
baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan klausul tersebut serta
menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif
Indonesia dengan menggunakan teori keadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library
research) dengan pendekatan normatif yuridis. Data diperoleh dari bahan hukum
primer berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta
dokumen perjanjian pranikah, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal,
serta literatur terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan teknik
analisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan menggunakan
teori munakahat dan teori keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, klausul
peniadaan hak harta gono-gini dalam perjanjian pranikah pada dasarnya
diperbolehkan sepanjang tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Namun,
peniadaan secara mutlak akibat perselingkuhan berpotensi bertentangan dengan
prinsip keadilan dan perlindungan hak para pihak sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun terdapat
kelonggaran dalam pengaturan harta melalui kesepakatan, peniadaan hak secara
total tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan
demikian, klausul tersebut cenderung menimbulkan ketidakseimbangan hak dan
tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan, sehingga perlu dikaji secara hati-hati
dalam penerapannya.

Kata Kunci: Perjanjian Pra Nikah, Harta Gono-Gini, Keadilan
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ABSTRACT

This research is motivated by the growing phenomenon of prenuptial agreements
containing clauses that eliminate rights to marital joint property (gono-gini) due
to infidelity, particularly as widely discussed on social media. This phenomenon
raises legal issues because, on the one hand, prenuptial agreements represent the
freedom of contract, while on the other hand, they potentially conflict with
principles of justice and legal provisions governing marital property in both
Islamic law and Indonesian positive law. Therefore, this study aims to examine
the validity of such clauses and analyze them from the perspectives of Islamic law
and Indonesian positive law using the theory of justice.

The research method employed is library research with a normative juridical
approach. Data are obtained from primary legal sources, including legislation,
the Compilation of Islamic Law, and prenuptial agreement documents, as well as
secondary sources such as books, journals, and related literature. This study is
descriptive-analytical in nature, with data analysis conducted through data
reduction, data presentation, and conclusion drawing, using the theory of
munakahat and the theory of justice.

The results indicate that under Indonesian positive law, clauses eliminating rights
to joint marital property in prenuptial agreements are generally permissible as
long as they do not violate law, religion, or morality. However, the absolute
elimination of such rights due to infidelity has the potential to conflict with
principles of justice and the protection of the parties’ rights as stipulated in the
Marriage Law. From the perspective of Islamic law, although there is flexibility in
regulating property through mutual agreement, the total elimination of rights
does not fully align with principles of justice and public benefit (maslahah).
Therefore, such clauses tend to create an imbalance of rights and do not fully
reflect justice, requiring careful consideration in their application.

Keywords: Prenuptial Agreement, Joint Marital Property, Justice
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SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR
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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME
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MOTTO

Kita harus yakin-seyakinnya bahwa semua kemungkinan itu mungkin”

( KH. Bahauddin Nursalim )

“Berbahagialah wahai para tersepelekan, karena dengan begitu
kalian punya kesempatan besar untuk mengejutkan”

( Sirin Farid Stevy )

“Ketakutan yang menenggelamkan, Keberenaian yang
menyelamatkan”

( Fstvlst )
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II.Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

III. Ta’ Marbûţah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة Ditulis al-Mā’idah

سالمية Ditulis Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa

Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

المذاهب مقارنة Ditulis Muqāranah al-Maẓāhib

ف Fa’ F Ef

ق Qaf Q Qi

ك Kaf K Ka

ل Lam L ‘el

م Mim M ‘em

ن Nun N ‘en

و Waw W W

ه Ha’ H Ha

ء Hamzah ‘ Apostrof

ي Ya’ Y Ye

اّنة Ditulis Sunnah

عّنة Ditulis ‘illah
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IV. Vokal Pendek

V. Vokal Panjang

VI. Vokal Rangkap

1. ـَ fatḥah Ditulis A

2. ـِ kasrah Ditulis I

3. ـُ ḍammah Ditulis U

1. Fatḥah + alif
ساتحسان

Ditulis

ditulis

Ā

Istiḥsān

2. Fatḥah + ya’ mati
أنثى

Ditulis

ditulis

Ā

Unśā

3. Kasrah + yā’ mati
العّواني

Ditulis

ditulis

Ī

al-‘Ālwānī

4. Ḍammah + wāwu mati
عّوم

Ditulis

ditulis

Û

‘Ulûm

1. Fatḥah + ya’ mati
غيرهم

ditulis

ditulis

Ai

Gairihim

2. Fatḥah + wawu mati
قول

ditulis

ditulis

Au

Qaul
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VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن Ditulis Al-Qur’ān
القياس Ditulis al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الراالة Ditulis ar-Risālah

الّساء Ditulis an-Nisā’

IX.Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.

الرأي أهل Ditulis Ahl ar-Ra’yi

السّة أهل Ditulis Ahl as-Sunnah

أأنتم Ditulis a’antum

أعدت Ditulis u’iddat

شكرتم لن Ditulis la’in syakartum
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امَحَا، حَ يْ حَ مِ مْيحَا حَ يِ مِ حَ حَا مْ فُ حَأيْ مِ يَ فّ فُ يِ مِ لم مِ فُوفُ أحْ حَ فّفُ، مُ يْ سْح يْ أح حَ فُ فَ مُْْي سح يْ حَأح فُ فُ حَ ححي مّرم حُ يَ لحيح رَ ّ

حَ مّيْ حُ اح فُ حُ يِ حَ لف مّار حُ مّحَ اح يَ حَ فُ حَ يُ حَ فُ, حَ حَ مِ ا حَ فحاح فُ مْيْ يْ فْ حِِ حَ فُ حَ رَ مْ فِ فحاح لف مُ مُ يَ حْْ يِ حِ
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang memberikan

kebebasan bagi calon suami dan istri untuk mengatur akibat hukum dari suatu

perkawinan, termasuk mengenai pengelolaan dan pembagian harta selama

ikatan perkawinan berlangsung.1 Keberadaan perjanjian pranikah menjadi

penting karena perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir dan

batin, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum di bidang keperdataan,

khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan.2

Dalam praktiknya, perjanjian pranikah kerap digunakan untuk

menentukan pemisahan atau bahkan peniadaan hak atas harta bersama (gono-

gini), yang secara normatif dikenal dalam hukum perdata Indonesia maupun

konsep harta bersama dalam hukum Islam.3 Kondisi ini tercermin dalam

fenomena yang berkembang di platform TikTok, di mana pembahasan

mengenai perjanjian pranikah, pemisahan harta, serta peniadaan hak gono gini

1 Vania Salsabila, dkk, “Perjanjian Pranikah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Medan)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. VIII, No. 1, 2025, hlm. 8.

2 Ibid.

3 Risky, dkk, “Implikasi Akta Perjanjian Pranikah dalam Upaya Perlindungan Suami Istri
guna Kepentingan Pembagian Harta Bersama akibat Perceraian”, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial,
Politik dan Humaniora, Vol. 5, No. 1, 2026, hlm. 532.
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semakin sering muncul dan menjadi tren di kalangan pengguna. Maraknya

konten tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran dan perhatian

masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap aspek hukum dan keuangan

dalam perkawinan, sekaligus menegaskan relevansi isu perjanjian pranikah

dalam dinamika sosial masyarakat kontemporer.

Adapun beberapa contoh praktik perjanjian pranikah yang ditemukan

pada platform TikTok dapat dijadikan sebagai sampel fenomena yang

berkembang di masyarakat.

Sumber : Social Media Tiktok, Nama Akun : @PuspaMahadewi dan

@Massboy31
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Fenomena perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan bahkan

peniadaan hak gono gini yang berkembang dan menjadi tren di platform

TikTok telah membentuk pola baru dalam cara pandang masyarakat terhadap

perkawinan sebagai hubungan hukum dan ekonomi. Klausul semacam ini

kemudian menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif hukum,

mengingat pada prinsipnya harta yang diperoleh selama perkawinan

merupakan harta bersama yang diatur berdasarkan asas keadilan dan

kemaslahatan sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan, yang bertujuan melindungi hak kedua belah pihak

agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi setelah berakhirnya perkawinan.4

Adapun unsur dan syarat perjanjian pra nikah diatur dalam pasal 29

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 29 disebutkan

(1) menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan,

kedua pihak atas persetujuan bersama dapat membuat perjanjian tertulis yang

disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan setelah disahkan berlaku

juga terhadap pihak ketiga sepanjang berkaitan; ayat (2) menegaskan bahwa

perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum,

agama, dan kesusilaan; ayat (3) menyebutkan bahwa perjanjian mulai berlaku

sejak perkawinan dilangsungkan; dan ayat (4) mengatur bahwa selama

4 Kompasiana, “Urgensi Perjanjian Pra-nikah di Era Modern”, www.kompasiana.com,
Diakses Tanggal 25 Januari 2026

http://www.kompasiana.com
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perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali atas

persetujuan kedua belah pihak serta tidak merugikan pihak ketiga.5

Adapun peraturan mengenai harta gono-gini disebutkan dalam Pasal

35-37 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta yang

diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang apabila terjadi

perceraian dibagi secara adil. Disebutkan di dalamnya bahwa pembagian harta

bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing dan atas pesetujuan kedua

belah pihak.6 Sementara itu, Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan

dalam Pasal 85 sampai Pasal 97, bahwa harta yang diperoleh selama

perkawinan juga dikategorikan sebagai harta bersama. Berbeda dengan

Undang-Undang Perkawinan yang tidak menyebutkan secara eksplisit

pembagian harta bersama, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada

praktiknya disebutkan bahwa harta bersama dibagi sama rata, yaitu seperdua

(50:50) antara suami dan istri.7

Sementara dalam literatur fikih, harta bersama dipahami sebagai harta

kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama terikat dalam perkawinan,

yang terbentuk melalui kerja sama (syirkah) sehingga terjadi percampuran

5 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

6 Ibid.

7 Tim Perrmata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan
Pewakafan, (Jakarta: Permata Press, 2003), Cet. Terbaru, hlm. 28-30.
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harta dan tidak lagi dapat dibedakan satu sama lain, meskipun pandangan

tersebut terdapat perbedaan dalam kalangan mazhab.8 Landasan normatifnya

dikaitkan dengan Q.S. An-Nisa ayat (32) yang menegaskan bahwa laki-laki

dan perempuan masing-masing berhak atas apa yang mereka usahakan.

Meskipun dalam pandangan hukum Islam pada dasarnya harta yang diperoleh

suami selama perkawinan menjadi hak suami dan istri berhak atas nafkah, Al-

Qur’an dan Hadis tidak secara tegas mengatur bahwa seluruh harta yang

diperoleh suami sepenuhnya menjadi miliknya atau secara otomatis menjadi

hak bersama.9 Dengan demikian, tidak terdapat ketentuan eksplisit yang

secara mutlak menetapkan status kepemilikan harta tersebut, sehingga hukum

Islam pada prinsipnya memberikan ruang kelonggaran bagi suami dan istri

untuk mengatur pengelolaan harta dalam perkawinan berdasarkan kesepakatan

mereka.

Fenomena perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan bahkan

peniadaan hak atas harta bersama (harta gono-gini) yang berkembang dan

menjadi tren di platform TikTok menimbulkan problematika hukum dalam

konteks hukum perkawinan Indonesia. Di satu sisi, perjanjian pranikah

dipahami sebagai wujud kebebasan para pihak untuk mengatur akibat hukum

8 Nuyun Nurillah, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam
Dan Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No. 2, hlm. 433.

9 Ibid.
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perkawinan, termasuk pengelolaan harta kekayaan.10 Kebebasan tersebut

memang diakui dalam Pasal 29 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, namun secara tegas dibatasi karena perjanjian perkawinan tidak

boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Praktik

peniadaan atau penghapusan harta bersama juga berpotensi bertentangan

dengan Pasal 35 sampai Pasal 37 undang-undang yang sama, yang

menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta

bersama dan pembagiannya dilakukan secara adil berdasarkan hukum masing-

masing serta atas persetujuan kedua belah pihak.

Problematika tersebut semakin menguat ketika alasan peniadaan harta

gono gini disebabkan karena perselingkuhan. Secara umum, selingkuh adalah

tindakan menyembunyikan hubungan atau perasaan tertentu demi kepentingan

pribadi tanpa sepengetahuan pasangan, yang sering disertai perilaku tidak

jujur secara psikologis maupun fisik.11 Dalam Islam, perbuatan ini dipandang

sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah pernikahan dan termasuk zina

apabila melibatkan ketertarikan atau hubungan dengan selain pasangan yang

sah. Selingkuh tidak selalu berbentuk hubungan badan, tetapi juga dapat

bermula dari kelalaian menjaga hati dan pandangan yang kemudian

10 Elin Siswanti, Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam, Jurnal Of Law, Vol.
7, No. 2, (2021), hlm. 8.

11 Hamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), hlm.
261.
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berkembang menjadi kontak fisik.12 Berdasarkan tingkatannya, selingkuh

dibagi menjadi tiga, yaitu berat (persetubuhan), sedang (kontak fisik

langsung), dan ringan (sebatas interaksi seperti memandang atau berbicara

tanpa sentuhan).13

Perselingkuhan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar nilai

moral, agama, dan kesetiaan dalam perkawinan, tetapi tidak secara eksplisit

diatur sebagai alasan penghapusan hak keperdataan atas harta bersama,

sehingga dapat diasumsikan bahwa meskipun tindakan tersebut menjadi

pemicu perceraian, hak atas harta bersama kemungkinan tetap tunduk pada

ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan ini menjadi menarik untuk

dikaji ketika dikaitkan dengan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang

mengkategorikan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta

bersama dan melalui Pasal 97 pada praktiknya menetapkan pembagian secara

sama rata antara suami dan istri.

Dalam konteks tersebut, keberadaan klausul perjanjian pranikah yang

meniadakan atau membatasi secara mutlak hak atas harta bersama berpotensi

menimbulkan ketegangan normatif karena bersinggungan dengan prinsip

keadilan serta dengan cara pandang hukum Islam dan hukum positif Indonesia

dalam melindungi hak dan kedudukan para pihak dalam perkawinan.

12 Hamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006), hlm.
261.

13 Siti Maharani dan Tajul Arifin, “Membongkar Tabir Perselingkuhan: Perspektif Hadis Abu
Daud No. 1692dan KUHP 284”, Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Vol. 1, No.
3, hlm. 28.
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Ketegangan ini muncul karena perjanjian pranikah merupakan wujud

kebebasan berkontrak, namun peniadaan hak gono-gini secara mutlak dapat

dinilai bertentangan dengan asas keadilan dan keseimbangan. Atas dasar itu,

penelitian ini difokuskan pada pengkajian klausul perjanjian pranikah yang

meniadakan hak atas harta gono-gini akibat perselingkuhan dengan

meninjaunya dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta

menganalisisnya melalui pendekatan teori keadilan untuk melihat sejauh mana

klausul tersebut selaras dengan prinsip keadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan klausul perjanjian pranikah yang meniadakan hak

gono-gini akibat perselingkuhan menurut hukum Islam dan hukum positif

Indonesia?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam perspektif hukum Islam dan

hukum positif Indonesia mengenai klausul perjanjian pranikah yang

meniadakan hak gono-gini akibat perselingkuhan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yakni :
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1) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peniadaan harta gono gini

akibat perselingkuhan dalam perjanjian pranikah ditinjau dari

perspektif hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia.

2) Untuk menganalisis klausul peniadaan harta gono gini akibat

perselingkuhan dalam perjanjian pranikah berdasarkan prinsip keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penulisan skripsi ini yakni :

a. Secara Teoritis

1) Untuk memberikan sumbangsih keilmuan yakni terkait persoalan

perjanjian pranikah yang ditinjau dari perspektif hukum perdata

Islam dan hukum perdata Indonesia

2) Untuk memenuhi kewajiban sebagai akademisi hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta dalam rangka untuk memperoleh gelar

sarjana (S.1) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3) Sebagai sumbangsih pemikiran keilmuan terhadap hukum

keluarga islam di Indonesia.

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau

referensi bagi masyarakat dalam memahami pengaturan peniadaan

harta gono gini akibat perselingkuhan dalam perjanjian pranikah sesuai

dengan ketentuan hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia.
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D. TELAAH PUSTAKA

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pembagian harta gono

gini dari berbagai sudut pandang hukum, baik dalam perspektif hukum

perdata Indonesia maupun hukum Islam. Kajian-kajian tersebut menjadi

pijakan penting dalam memahami peraturan harta bersama dan peran

perjanjian pranikah, namun masih menyisakan ruang kajian yang perlu

dikembangkan lebih lanjut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bernadus Nagara dalam

jurnal Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian

Menurut Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

menjelaskan bahwa pembagian harta gono gini setelah perceraian diatur

menurut hukum masing-masing pihak dan Undang-Undang Perkawinan tidak

mengatur secara tegas besaran pembagian harta bersama. Penelitian ini juga

menekankan pentingnya perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum

yang dapat membatasi bahkan meniadakan kebersamaan harta. Meskipun

relevan secara normatif, penelitian ini belum mengaitkan peniadaan harta

gono gini dengan alasan perselingkuhan dalam perjanjian pranikah.14

Kedua, Mohammad Naem dalam skripsinya di UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta membahas implikasi perjanjian pranikah terhadap pembagian

14 Bernadus Nagara “Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Lex Crimen, Vol. V, No. 7, 2016.
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harta gono gini dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan teori maslahah mursalah.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perjanjian pranikah bersifat

mengikat dan memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak. Namun, fokus

penelitian ini masih terbatas pada pengaturan umum perjanjian pranikah dan

belum secara khusus mengkaji klausul peniadaan harta gono gini akibat

perselingkuhan.15

Ketiga, penelitian oleh Tasya Aurilya dan Rudy Hartono dalam jurnal

Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian dalam

Perspektif Hukum Perdata mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus

pembagian harta gono gini serta kekuatan pembuktian perjanjian perkawinan,

khususnya yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini menegaskan bahwa

putusan perceraian tidak serta-merta menetapkan pembagian harta bersama

dan perjanjian perkawinan memiliki peran penting dalam pembuktian. Akan

tetapi, penelitian ini tidak membahas peniadaan harta gono gini yang

didasarkan pada pelanggaran moral seperti perselingkuhan.16

Keempat, Maulana Ishak Almahmmudi dalam skripsinya di UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta mengkaji pembagian harta bersama akibat

15 Mohammad Naem, “Perjanjian Pra-nikah dan Implikasinya Pada Pembagian Harta Gono-
Gini Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2023.

16 Tasya Aurilya, Rudy Hartono, “Tinjauan Yuridis Pemabgian Harta Gono-Gini Akibat
Perceraian dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Analisa Putusan Nomor 282 K/Pdt/2014)”, Jurnal
Unes Law Review, Vol. 4, No. 4, 2022.
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perceraian di Pengadilan Agama Depok dengan menggunakan teori keadilan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak selalu

dilakukan secara sama rata, melainkan dapat mempertimbangkan kontribusi

dan kondisi para pihak demi mencapai rasa keadilan. Meskipun demikian,

penelitian ini belum menelaah peniadaan harta gono gini yang telah

diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian pranikah akibat perselingkuhan.17

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian tersebut, dapat

disimpulkan bahwa belum terdapat kajian yang secara khusus membahas

peniadaan harta gono gini akibat perselingkuhan dalam perjanjian pranikah

dengan meninjaunya secara komparatif antara hukum perdata Islam dan

hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, pembaharuan (novelty) dalam

penelitian ini terletak pada fokus kajian yang mengaitkan perselingkuhan

sebagai dasar peniadaan harta gono gini dalam perjanjian pranikah, serta

penggunaan prinsip keadilan sebagai pisau analisis dalam menilai implikasi

penerapan klausul tersebut terhadap keseimbangan dan perlindungan

kepentingan para pihak setelah perceraian. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran baru dalam

pengembangan kajian hukum perkawinan di Indonesia.

17 Maulana Ishak Almahmudi, “Pemabagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan
Agama Depok dalam Tinjauan Teori Keadilan, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2023.
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E. KERANGKA TEORITIK

Dalam rangka menganalisis permasalahan perjanjian dengan klausul

peniadaan harta gono gini akibat perselingkuhan dalam perjanjian pranikah,

penelitian ini menggunakan kerangka teori yang relevan dengan objek kajian.

Adapun teori yang digunaka, yakni teori syarat sahnya perjanjijan dan teori

keadilan yang digunakan untuk menilai keseimbangan dan perlindungan

kepentingan para pihak dalam pengaturan dan pembagian harta bersama.

Sebelum menguraikan teori keadilan sebagai landasan analisis, terlebih dahulu

perlu dipaparkan konsep-konsep dasar munakahat yang relevan dengan

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Konsep-konsep tersebut

menjadi kerangka normatif dalam memahami isu hukum yang dibahas.

Adapun fokus konseptual dalam penelitian ini mencakup pengaturan

mengenai harta bersama serta perjanjian dalam perkawinan.

1. Konsep Dasar Munakah}at tentang Harta Bersama

Harta gono gini atau harta bersama merupakan harta yang

diperoleh selama masa perkawinan sebagai hasil usaha suami dan istri,

baik yang dilakukan secara bersama-sama maupun secara masing-masing.

Keberadaan harta dalam rumah tangga memiliki peran penting dalam

menunjang keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, karena kecukupan

harta memungkinkan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Harta

bersama mencakup seluruh kekayaan yang diperoleh selama perkawinan
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berlangsung, selain harta yang berasal dari warisan atau hadiah. Adapun

harta yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan tetap

menjadi harta pribadi masing-masing dan tidak termasuk dalam kategori

harta bersama. Pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan

bahwa harta bersama dibagi sama rata, yaitu seperdua (50:50) antara

suami dan istri.18

2. Syarat Sah Perjanjian dan Perjanjian Pra Nikah

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai kedudukan harta bersama

dalam perkawinan, perjanjian pra nikah menjadi instrumen hukum yang

dapat menentukan pengaturan harta tersebut. Ketentuan mengenai unsur

dan syarat perjanjian pra nikah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang

nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meliputi:

1) Waktu dan bentuk: Dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, atas

persetujuan bersama, dalam bentuk tertulis, dan disahkan oleh

Pegawai Pencatat Perkawinan, serta dapat berlaku terhadap pihak

ketiga sepanjang berkaitan.

2) Batasan isi: Tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan

kesusilaan.

3) Waktu berlaku: Berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

18 Tim Perrmata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan
Pewakafan, (Jakarta: Permata Press, 2003), Cet. Terbaru, hlm. 28-30.
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4) Perubahan: Tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung,

kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan

pihak ketiga.

3. Teori Keadilan (Justice)

Sebagai landasan analisis terhadap konsep di atas, penelitian ini

selanjutnya menggunakan teori keadilan (justice) sebagai kerangka

analisis untuk memahami prinsip keadilan dalam hukum.Aristoteles

dalam karyanya Etika Nikomachea mengemukakan konsep keadilan

sebagai salah satu keutamaan utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan bentuk ketaatan terhadap

hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam

kehidupan polis, sehingga keadilan dipandang sebagai keutamaan yang

bersifat umum. Pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya

berkaitan dengan kepentingan individu, tetapi juga berfungsi menjaga

keteraturan dan keharmonisan dalam masyarakat.19

Sebagaimana dijelaskan oleh Theo Huijbers, Aristoteles juga

memandang keadilan sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan

dengan sikap manusia dalam hubungan sosial, terutama dalam menjaga

keseimbangan dan hubungan yang baik antarindividu. Keseimbangan

19 M. Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kebijakan Filsafat Hukum, Ctk.
Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.
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tersebut diukur melalui prinsip kesamaan, yang terdiri atas kesamaan

numerik dan kesamaan proporsional.20 Kesamaan numerik

menempatkan setiap orang pada posisi yang sama, misalnya persamaan

di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional berarti

memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan

kemampuan dan kontribusinya. Selain itu, Aristoteles membedakan

keadilan distributif dan keadilan korektif, di mana keadilan distributif

berkaitan dengan pembagian kehormatan, kekayaan, dan sumber daya

dalam ranah hukum publik, sementara keadilan korektif berfungsi untuk

memperbaiki ketidakadilan melalui pemberian kompensasi kepada pihak

yang dirugikan atau penjatuhan sanksi yang sepadan kepada pelaku

pelanggaran.21

Sementara itu, Radbruch menempatkan keadilan sebagai unsur

fundamental dalam hukum, dengan memandang keadilan sebagai bentuk

kesetaraan yang harus menjadi tuntutan normatif dalam pembentukan

dan penerapan hukum.22 Meskipun demikian, Radbruch menyadari

bahwa konsep keadilan bersifat formal dan abstrak, sehingga tidak

memberikan pedoman yang konkret mengenai cara-cara praktis dalam

20 M. Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kebijakan Filsafat Hukum, Ctk.
Kedua, hlm. 86.

21 Ibid, hlm. 87.

22 Gustav Radbruch, Legal Philosophy, dalam The The Legal Philosophies of Lask, Radbruch,
and Dabin, ed. John H. Wigmore, dkk. (Massachusetts: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.
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mewujudkan kesetaraan. Keadilan hanya menegaskan bahwa setiap

pihak yang berada dalam keadaan yang sama harus diperlakukan secara

sama, namun tidak menjelaskan kriteria untuk menentukan kesetaraan

tersebut. Oleh karena itu, keadilan berfungsi sebagai standar normatif,

bukan sebagai substansi hukum itu sendiri.23

Menurut Radbruch, keadilan juga mengandung beberapa dimensi.

Pertama, keadilan dapat dipahami sebagai sifat atau kualitas pribadi yang

tercermin dalam sikap dan keyakinan individu, di mana keadilan

subjektif berperan mendorong terwujudnya keadilan objektif sebagai

bentuk keadilan yang utama. Kedua, hukum positif dan cita hukum

(Rechtsidee) merupakan sumber normatif yang menjadi landasan dalam

pencapaian keadilan. Ketiga, dengan merujuk pada prinsip kesamaan

Aristoteles, Radbruch membedakan keadilan ke dalam dua bentuk, yaitu

keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menuntut

agar setiap orang memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan

kedudukannya, sedangkan keadilan komutatif menekankan pemberian

hak yang adil bagi individu-individu yang setara, baik dalam aspek fisik

maupun nonfisik.24

23 Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau
Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum,” COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, Vol.6 No. 2, 2023,
hlm. 559.

24 Kompas, “Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Contohnya,” Kompas.com, 2021,
https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-
contohnya. akses 26 Januari 2026.

https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya
https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya
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Penelitian ini secara khusus menggunakan teori keadilan menurut

Aristotle sebagai landasan utama dalam menganalisis permasalahan

peniadaan hak gono-gini akibat perselingkuhan dalam perjanjian

pranikah. Meskipun pemikiran Gustav Radbruch menempatkan keadilan

sebagai unsur fundamental dalam hukum, konsep keadilan Aristoteles

dipilih karena memberikan penjelasan yang lebih konkret mengenai

prinsip kesetaraan dan proporsionalitas dalam hubungan sosial. Melalui

kerangka tersebut, teori keadilan Aristoteles digunakan untuk

menganalisis apakah pengaturan peniadaan hak atas harta bersama dalam

perjanjian pranikah telah mencerminkan keseimbangan hak dan

kewajiban para pihak dalam perspektif hukum Islam maupun hukum

positif Indonesia.

F. METODE PENELITIAN

Metode diperlukan guna menganalisis dan memecahkan suatu

permasalahan. Adapun metode yang digunakan oleh peneliti untuk

memecahkan suatu permasalahan pada penulisan skripsi ini yakni

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini ialah

penelitian berbasis literatur yang termasuk dalam kategori penelitian

pustaka (library research). Seluruh data penelitian diperoleh melalui

penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai sumber tertulis yang
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relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu,

dokumen hukum, maupun sumber kepustakaan lainnya. Melalui

pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi dan

menganalisis konsep, teori, norma hukum, prinsip, serta pandangan

para ahli yang berkaitan dengan objek kajian, sehingga dapat

digunakan sebagai landasan dalam menganalisis dan menjawab

permasalahan yang diteliti.25

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk

mendeskripsikan, menganalisis, serta membandingkan hubungan dan

perbedaan antar variabel berdasarkan sudut pandang tertentu.26

Tujuannya untuk menggambarkan dan mengkaji secara sistematis

peniadaan hak gono-gini akibat perselingkuhan yang diperjanjikan

dalam perjanjian pranikah. Kajian ini menitikberatkan pada

pemahaman dan analisis hubungan antara, keabsahan perjanjian pra

nikah yang meniadakan harta bersama serta mengkorelasikannya

melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

3. Sumber Data

25 Sarjono. DD., Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam,
2008), hlm. 20.

26 Elvis F. Purba, Metode Penelitian, (Medan: SADIA, 2011), hlm. 17.
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Sumber data merupakan subjek atau asal diperolehnya data dalam

suatu penelitian. Sumber ini dapat berupa manusia maupun benda,

yang menjadi sarana bagi peneliti untuk melakukan pengamatan,

menelaah dokumen, serta menggali informasi yang relevan dengan

permasalahan penelitian.27 Dengan demikian, sumber data dalam

penelitian ini berupa dokumen hukum yang relevan, seperti perjanjian

pranikah, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta

literatur hukum Islam dan hukum perdata Indonesia, yang digunakan

untuk menggali informasi mengenai peniadaan hak gono-gini akibat

perselingkuhan. Adapun data primer dan data sekunder dalam

penelitian ini yakni

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang

bersifat mengikat, meliputi perjanjian pranikah yang memuat

klausul peniadaan hak gono-gini akibat perselingkuhan, peraturan

perundang-undangan yang mengatur perjanjian pranikah dan

harta bersama, seperti KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan,

dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang

memberikan penjelasan dan penguatan terhadap data primer,

27 Rahmadi, Pengantar Metodelogi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 61.
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antara lain buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta

literatur hukum yang membahas perjanjian pranikah, harta gono-

gini, perselingkuhan, dan ketentuannya dalam hukum Islam

maupun hukum positif Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan

melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi berbasis media

digital. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan

menelaah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan,

perjanjian pranikah, serta literatur hukum yang berkaitan dengan

peniadaan hak gono-gini akibat perselingkuhan dalam perspektif

hukum perdata Islam dan hukum perdata Indonesia. Sementara itu,

studi dokumentasi berbasis media digital dilakukan dengan

mengumpulkan dan menganalisis konten TikTok yang relevan, baik

berupa video maupun keterangan (caption), yang dijadikan sebagai

data primer untuk mendukung pembahasan penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan ini, pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan normatif yuridis dengan menggunakan teori perundang-

undangan dan teori keadilan. Pendekatan tersebut digunakan untuk

menganalisis perjanjian pranikah yang memuat peniadaan hak gono-

gini akibat perselingkuhan sebagai objek kajian, baik dalam perspektif
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hukum perdata Islam maupun hukum perdata Indonesia, serta untuk

menilai aspek keadilan yang timbul dari penerapannya bagi para

pihak dalam perkawinan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui

beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data (data collecting), reduksi

data, serta penyajian data dalam bentuk narasi. Selanjutnya, data yang

telah disajikan diinterpretasikan dan dianalisis menggunakan

pendekatan normatif yuridis dengan teori perundang-undangan dan

teori keadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis

perjanjian pranikah yang memuat peniadaan hak gono-gini akibat

perselingkuhan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif

Indonesia serta untuk melihat aspek keadilan dan kemaslahatan yang

ditimbulkan. Setelah proses analisis dilakukan, hasil penelitian

kemudian disimpulkan secara sistematis guna memperoleh

kesimpulan yang utuh dan komprehensif.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk

memberikan gambaran yang sistematis serta memudahkan pemahaman

terhadap alur pembahasan skripsi. Penelitian ini terdiri atas lima bab,

dengan uraian sebagai berikut:
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Bab I : Bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan

fenomena peniadaan hak gono-gini akibat perselingkuhan

dalam perjanjian pranikah yang berkembang di masyarakat,

khususnya sebagaimana ditampilkan dalam platform TikTok.

Selanjutnya dibahas rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian,

serta sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini membahas konsep dan teori yang menjadi dasar

analisis penelitian, meliputi konsep perjanjian pranikah dan

harta gono-gini dalam hukum perdata Islam dan hukum perdata

Indonesia. Selain itu, membahas konsep munakahat dan teori

keadilan yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menilai

keabsahan dan implikasi klausul peniadaan hak gono-gini.

Bab III : Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai perjanjian

pranikah yang memuat klausul peniadaan hak gono-gini akibat

perselingkuhan, serta paparan data yang diperoleh melalui studi

kepustakaan dan studi dokumentasi berbasis media digital.

Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, literatur

hukum, serta konten TikTok yang relevan, yang kemudian

disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi.

Bab IV : Bab ini merupakan inti pembahasan yang berisi analisis

terhadap keabsahan klausul peniadaan hak gono-gini akibat
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perselingkuhan dalam perjanjian pranikah menurut hukum

perdata Islam dan hukum perdata Indonesia. Analisis dilakukan

menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan teori

perundang-undangan dan teori keadilan untuk menilai apakah

klausul tersebut mencerminkan prinsip keadilan bagi para

pihak dalam perkawinan.

Bab V : Bab ini merupakan inti pembahasan yang berisi analisis

terhadap keabsahan klausul peniadaan hak gono-gini akibat

perselingkuhan dalam perjanjian pranikah menurut hukum

perdata Islam dan hukum perdata Indonesia. Analisis dilakukan

menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan teori

perundang-undangan dan teori keadilan.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Keabsahan klausul peniadaan hak gono-gini akibat perselingkuhan tidak hanya

ditentukan oleh kesepakatan para pihak. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata,

syarat kesepakatan, kecakapan, dan suatu hal tertentu telah terpenuhi,

sedangkan persoalan terletak pada syarat objektif berupa sebab yang halal.

Klausul tersebut tidak sekadar mengatur pembagian harta, tetapi menghapus

seluruh hak salah satu pihak atas harta selama perkawinan. Dalam hukum

positif Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta

bersama sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Sementara itu, hukum

Islam tidak mengenal harta gono-gini secara eksplisit, tetapi kontribusi suami

dan istri dapat menjadi dasar kepentingan bersama melalui konsep syirkah dan

‘urf. Perselingkuhan tidak secara otomatis menghapus hak atas harta

perkawinan, sehingga penghapusan seluruh hak tersebut bertentangan dengan

prinsip keadilan dan proporsionalitas. Oleh karena itu, klausul tersebut tidak

memenuhi syarat sebab yang halal dan berakibat batal demi hukum.

2. Persamaan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam memandang

klausul tersebut terletak pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak

para pihak, yaitu perselingkuhan tidak secara otomatis menjadi dasar untuk

menghapus seluruh hak seseorang atas harta yang diperoleh selama perkawinan.
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Keduanya juga tidak membenarkan suatu kesepakatan yang menimbulkan

ketidakadilan atau menghilangkan hak secara mutlak. Adapun perbedaannya

terletak pada dasar konseptual mengenai harta. Hukum positif Indonesia secara

tegas mengakui harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama

dan mengaturnya dalam UU Perkawinan, sedangkan hukum Islam pada

dasarnya mengenal kepemilikan harta secara individual, dengan kemungkinan

adanya kepentingan bersama berdasarkan kontribusi para pihak melalui konsep

syirkah dan ‘urf. Dengan demikian, meskipun kedua sistem hukum memiliki

konstruksi yang berbeda, keduanya memiliki titik temu bahwa perselingkuhan

tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan seluruh hak atas harta secara

mutlak.

B. SARAN

Bagi Calon Pasangan Suami Istri: Hendaknya dalam menyusun

perjanjian pranikah tidak hanya didasarkan pada kekhawatiran emosional

akibat isu perselingkuhan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek

keadilan materiil. Kemudian, bbagi penelitian selanjutnya dapat dikembangkan

dengan menggunakan metode penelitian lapangan (empiris) untuk melihat

efektivitas penerapan klausul peniadaan harta gono-gini di tengah masyarakat,

serta bagaimana respons serta pertimbangan hakim dalam menangani perkara

perceraian yang memiliki perjanjian pranikah dengan klausul sanksi

perselingkuhan tersebut
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